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ABSTRAK

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964
TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN DALAM PERJANJIAN BAGI
HASIL TAMBAK DI WILAYAH DESA ABUNG PEKURUN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Oleh:
RIZKI PRATAMA ABUNG

Pengusaha tambak secara bagi hasil memegang peranan penting dalam
meningkatkan taraf hidup penggarap tambak maupun pemilik tambak khususnya.
Adanya peraturan yang mengatur perjanjian bagi hasil dirasakan perlu sekali
karena perjanjian bagi hasil tersebut sebenarnya bermula dari hukum adat yang
tidak dapat dillepaskan. Permasalahan dalam penelitian ini untuk menganalisis
efektifitas proses bagi hasil perikanan terhadap bagi hasil tambak dan mengetahui
faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang
Bagi Hasil Perikanan (UU Bagi Hasil Perikanan) terhadap bagi hasil tambak di
wilayah Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris, dengan tipe penelitian
deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan
data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara.
Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, verifikasi data,
rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis
kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak efektif UU Bagi Hasil Perikanan
dikarenakan masyarakat pemilik tambak dan penggarap tambak di Desa Abung
Pekurun Kabupaten LampungUtara lebih memilih mengikuti perjanjian bagi hasil
tambak menurut kebiasaan yang sudah ada di Desa Abung Pekurun Kabupaten
Lampumg Utara. Perjanjian bagi hasil tambak secara lisan lebih dipilih pemilik
tambak dan penggarap tambakkarena mereka tidak mengetahui akan adanya UU
Bagi Hasil Perikanan yang mengataur perjanjian bagi hasil tambak dan adanya
faktor penghambat Pelaksanaan UU Bagi Hasil Perikanan Di Desa Abung
Pekurun Kabupaten Lampung Utara. Sebaiknya pemerintah harus dapat
melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum Undang-undang Nomor 16 tahun
1964 tentang Bagi Hasil Perikanan agar masyarakat pemilik tambak dan
penggarap tambak di Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara dapat
memahami bahwa ada atauran yang lebih memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat pemilik tambak dan penggarap tambak di Desa Abung Pekurun
Kabupaten Lampung Utara.

Kata Kunci:
Perjanjian Bagi Hasil Tambak, PELAKSANAAN, Faktor Penghambat



ABSTRACT

THE REALIZATION OF LAW NUMBER 16 OF 1964 REGARDING
FISHERY PROFIT SHARING IN AGREEMENTS FOR FISHING PROFIT
SHARE IN THE AREA OF ABUNG PEKURUN VILLAGE, LAMPUNG
UTARA DISTRICT

By
RIZKI PRATAMA ABUNG

Pond entrepreneurs on a profit-sharing basis play an important role in improving
the standard of living of pond cultivators and pond owners in particular. The
existence of regulations governing profit-sharing agreements is felt to be very
necessary because the production-sharing agreement actually stems from
customary law which cannot be separated from its nature which sometimes
contains elements of extortion. The problem in this research is to analyze the
effectiveness of the fishery production sharing process on fishpond profit sharing
and to find out the inhibiting factors for the implementation of Law Number 16 of
1964 concerning Fisheries Profit Sharing (UU Fishery Profit Sharing) on fishpond
profit sharing in the Abung Pekurun Village area, North Lampung Regency.

This research is empirical normative legal research, with descriptive research
type. The data used are primary and secondary data. Data collection was carried
out by literature study, document study, and interviews. Data processing is done by
checking data, verifying data, reconstructing data, and systematizing data. Data
analysis using qualitative analysis.

The results of the study showed that the Fisheries Profit Sharing Law was
ineffective because the people who owned ponds and fish pond cultivators in Abung
Pekurun Village, North Lampung Regency, preferred to follow the agreement for
the results of ponds according to the customs that already existed in Abung
Pekurun Village, North Lampung Regency. Oral pond profit sharing agreements
are preferred by pond owners and pond cultivators because they are not aware of
the existence of a Fisheries Profit Sharing Law which regulates pond profit sharing
agreements and the presence of inhibiting factors for the implementation of the
Fisheries Profit Sharing Law in Abung Pekurun Village, North Lampung Regency.
It is advisable for the government to be able to carry out socialization or legal
counseling on Law Number 16 of 1964 concerning Fishery Profit Sharing so that
the community who owns ponds and cultivators in Abung Pekurun Village, North
Lampung Regency can understand that there are regulations that provide more
legal certainty for the community who own ponds and cultivators. ponds in Abung
Pekurun Village, North Lampung Regency.

Keywords:
Pond Profit Sharing Agreement, Effectiveness, Inhibiting Factors
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (UU
Perikana), yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang
berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan
lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan
pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. Tambak merupakan
tempat komunitas ikan yang dipelihara oleh masyarakat Indonesia, khususnya
para petani tambak di desa. Didukung dengan pendapat Muin dan Wahida tambak
merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk

kegiatan budidaya air.

Dalam meningkatkan taraf hidup penggarap tambak dan pemilik tambak maka
diberlakukan sistem perjanjian bagi hasil. Bagi hasil perikanan adalah sebagai
perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara
nelayan pemilik dan nelayan penggarap, mereka masing-masing menerima bagian

dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya.

Sejak Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk
mencapai suatu masyarakat adil dan makmur. Melalui pembangunan yang telah,
sedang dan akan digiatkan ini, diharapkan cita-cita tersebut di atas dapat tercapai.
Salah satu produk hukum yang diharapkan bisa mendorong tercapainya
masyarakat adil dan makmur adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964
tentang Bagi Hasil Perikanan. Sebagaimana diketahui, Undang-undang ini
mengatur bagi hasil untuk kalangan nelayan dan petani tambak. Pengelolahan
produksi ikan selama ini masih belum mengetahui harapan, baik dilihat dari segi

pemenuhan kebutuhan masyarakat secara merata, khusunya masyarakat nelayan.



Hal ini dapat terjadi antara lain disebabkan oleh karena banyaknya masalah yang
timbul sebagai akibat lemahnya peraturan hukum yang mengaturnya, lembaga
yang menangani bidang ini, serta terbatasnya modal dan tekNomorlogi di bidang

produksi perikanan.

Perjanjian bagi hasil menurut Pasal 1 Undang-undang Bagi Hasil Perikanan ialah
perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara
nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap
tambak. Menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari

hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya.

Sistem perjanjian bagi hasil sudah ada sejak zaman nenek moyang. Hal ini
disebabkan adanya struktur kepemilikan tanah yang tidak merata secara terus
menerus dan turun temurun sampai sekarang. Oleh karenanya, pengelolaan lahan
perikanan darat dengan sistem bagi hasil kepada penggarap tetap ada dan sulit
untuk dihapuskan sehingga menjadi kebiasaan di masyarakat. Tidak hanya itu
menurut Ainiyah peraturan yang mengatur perjanjian bagi hasil dirasakan perlu
sekali karena perjanjian bagi hasil tersebut sebenarnya bermula dari hukum adat
yang tidak dapat dilepaskan dari sifatnya yang terkadang adanya unsur curang
tidak seimbangnya antara jumlah lahan yang tersedia dengan banyaknya

penggarap yang ingin mengerjakan lahan tersebut.

Pengusahaan tambak secara bagi hasil memegang peranan penting didalam
meningkatkan taraf hidup penggarap tambak maupun pemilik tambak khususnya.
Oleh karena itu, adanya peraturan yang mengatur perjanjian bagi hasil dirasakan
perlu sekali karena perjanjian bagi hasil tersebut sebenarnya bermula dari hukum

adat yang tidak dapat dilepaskan dari sifatnya yang terkadang mengandung unsur-

!Ainiyah, K. Analisis Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Tambak Menurut Undang-undang
Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan(Studi Pada Desa Kalanganyar Kecamatan
Sedati Kabupaten Sidoarjo), (Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2020). him 50



unsur pemerasan. Salah satu sifat dari unsur pemerasan yang terjadi adalah
disebabkan karena tidak seimbangnya antara jumlah lahan yang tersedia dengan
banyaknya penggarap yang ingin mengerjakan lahan tersebut. Kebiasaan yang
terjadi diantara pemilik tambak dengan penggarap tambak tersebut sering
melakukan perjanjian secara lisan, sehingga bila terjadi sengketa dalam
pelaksanaan perjanjian tersebut maka penggarap tambak terkadang selalu
dirugikan, karena pada kenyataanya pihak penggarap tambak merupakan pihak
yang mempunyai ekoNomormi sosial lemah. Bila pemilik tambak mengadakan
perjanjian bagi hasil dengan orang lain yang disebut penggarap tambak, maka
sejak saat itu pemilik tambak tidak lagi campur tangan dengan penggarapan
tambaknya oleh pihak penggarap tambak yang bersangkutan. Perjanjian bagi
hasil ini timbul dari adanya keinginan dua pihak atau lebih saling bekerjasama
untuk suatu kegiatan usaha yang kemudian hasil usahannya dibagi sesuai dengan
kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian.? Mengenai
pembagian hasil usaha pertambakan ini dalam hukum adat ada asas yang berlaku
untuk pembagian hasil tanah pertanian, tetapi asas tersebut berlaku juga pada bagi
hasil tambak. Proses bagi hasil tersebut harus sejaun mungkin menghilangkan
unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua Pihak yang turut serta

masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu.?

Peraturan bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi
Hasil Perikanan yaitu terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka ketentuan hukum
adat itu tidak berlaku lagi untuk hal-hal yang terdapat unsur curang. Tidak hanya
itu dengan adanya peraturan dalam Undang-undang Bagi Hasil Perikanan tersebut
menurut Effendi adalah upaya yang dilakukan pemerintah sebagai salah satu

usaha untuk menuju ke arah perwujudan masyarakat sosialis Indonesia, khususnya

’D.G.Bengen, Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara  Terpadu,
Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Makalah pada Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya
Berbasis Masyarakat. Bogor, 2001. 21-22 September 2001. him 21

¥ Maria Christina, Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Laut menurut hukum adat setelah
keluarnya UU Nomor 16 tahun 1964 (suatu studi terhadap kesejahteraan nelayan penggarap di
perkampungan nelayan tambak lorok kelurahan tanjung mas Kecamatan Semarang Utara Kota
Semarang), Tesis Magister KeNomortariatan, Universitas Diponegoro, 2004. him. 6-7.



untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak

serta memperbesar produksi ikan.*

Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk hal-hal tertentu, asas dalam hukum
adat itu masih dipakai jika belum ada keseragaman didalam masalah pembagian
hasil panen tersebut, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang dimana didalamnya
memuat mengenai tata cara pembuatan perjanjian, jangka waktu perjanjian, hak
dan kewajiban para pihak, bagian masing-masing pihak, dan cara penyelesaian

jika terjadi sengketa nelayan pemilik dan nelayan penggarap.

Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara sebagian warganya mempunyai
mata pencaharian penggarap tambak karena letak dekat dengan bendungan atau
waduk. Sehingga sebagian besar dari masyarakat Desa Abung Pekurun
membudidayakan lahan tersebut menjadi tambak ikan emas yang merupakan

lapangan pekerjaan bagi dirinya dan bagi orang lain.

Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti tetntang Pelaksanaan
dan faktor penghambat yang menyebkan Undang-undang Nomor 16 tahun 1964
tentang Bagi Hasil Perikanan jarang digunakan sebagai dasar pembagian bagi
hasil antara pemilik tambak dan penggarap tambak di desa Abung Pekurun,
perjanjian bagi hasil tambak berpatokan pada kebiasaan masyarakat setempat.
Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa Perjanjian
Bagi Hasil Tambak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi
Hasil Perikanan yang akan ditulis dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Dalam
Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Wilayah Desa Abung Pekurun Kabupaten

Lampung Utara”

*Effendi, H. Y. Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Menurut Undang-Undang
Nomorl6 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Antara Nelayan Pemilik Dan Nelayan
Penggarap(Studi Di Desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban), (Malang:
Univeritas Muhammadiyah Malang, 2015). him 64.



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahnnya sebagai

berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang
Bagi Hasil Perikanan terhadap perjanjian bagi hasil tambak di wilayah Desa
Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara ?

2. Apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun
1964 tentang Bagi Hasil Perikanan terhadap perjanjian bagi hasil tambak di

wilayah Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara ?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup
bidang kajian. Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan,
khususnya Hukum Perjanjian. Lingkup Kkajian penelitian adalah mengenai
PELAKSANAAN Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil
Perikanan terhadap perjanjian bagi hasil tambak di wilayah Desa Abung Pekurun
Kabupaten Lampung Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan dalam
perjanjian bagi hasil tambak di wilayah Desa Abung Pekurun Kabupaten
Lampung Utara

2. Faktor penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964
tentang perjanjian bagi hasil tambak di wilayah Desa Abung Pekurun
Kabupaten Lampung Utara.



1.5. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Hasil dari penelitian ini dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan
bagi pengembangan ilmu Hukum Keperdataan khususnya dalam lingkup Hukum

Pengangkutan.

2. Kegunaan Praktis

a. Hasil penulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap diri
sendiri maupun bagi masyarakat luas mengenai perjanjian bagi hasil tambak
menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan.

b. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis mengenai
PELAKSANAAN Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil
perikanan dalam perjanjian bagi hasil tambak di Desa Abung Pekurun
Kabupaten Lampung Utara.

c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Lampung



Il. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum

Kata Efektifitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
menyebutkan tiga arti Efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat,
pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga
dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efetif di ambil dari kata efek yang
artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau
akibat dari suatu unsur. Jadi Efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan
setelah melakukan sesuatu.” Menurut John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam
kamus bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi PELAKSANAAN dari kata

efek yang artinya berhasil guna.®
2.1.1 Teori Efektifitas Hukum Menurut Para Ahli

Teori Evektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atautidaknya

suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:’

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.

c. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.

d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

*Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B),
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1995) him. 250

®John. M. Echols dan Hasan Syadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 1990), him. 207.

"Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) him. 8.



Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.
Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan

pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa teori Pelaksanaan pengendalian

sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi

dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitive. Masyarakat modern

merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasa yang sangat

luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam

masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang

berwenang.?

Pendapat Clerence J Dias yang dijelaskan kembali oleh Marcus Priyo Guntarto

terdapat 5 (lima) syarat efektif setidaknya satu sistem hukum, meliputi:®

a.
b.

Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap;

Luas atau tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi
aturan-aturan yang bersangkutan;

Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan
bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam
usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat
dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum;

Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah
dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus
cukup efektif menyelesaikan sengketa; dan

Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan
masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata
hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

¥Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan

Disertasi. (Jakarta : Rajawali Press, 2013) him. 375.

®Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi

Perda dan Retribusi, (Semarang: Program Doktor IImu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,
2011) him. 71.



Pelaksanaan hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip
Felik bahwa Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan
penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat
menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat
apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan
terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan
atau menerapkan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan
atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup

menyelesaikan.™®

Ketika berbicara sejauh mana Pelaksanaan hukum maka kita pertama-tama harus
dapat mengukur sejauh mana aturan hukum dimengerti atau tidak dimengerti dan
ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh
sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan

aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.'

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat
menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perUndang-undangan atau aturan
hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan Pelaksanaan
perUndang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang
mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua
itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu
memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perUndang-

undangan oleh masyarakat.

Sebagaimana dikutip dari Soerjono Soekanto akan menjadi konsep dan teori
dalam penelitian ini dimana salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun
sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah
pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan

pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau

195alim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.Cit, him. 303
“Damang, Efektifitas Hukum, http://www.negarahukum.com/hukum/PELAKSANAAN-
hukum-2di akses pada tanggal 23 Agustus 2022 Pukul 21.34.
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perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Pelaksanaan penengak hukum
sangat berkaitan erat dengan Pelaksanaan hukum. Agar hukum itu efektif, maka
diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut.’? Suatu
sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan, dengan
kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah
efektif.

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang
menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor
yaitu Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-
pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas
yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana
hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya,

cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup)

Menurut Soerjono Soekanto ukuran Efektivitas pada faktor yang pertama

mengenai hukum atau Undang-undangnya yaitu.*?

a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup
sistematis;

b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup
sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-
bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan

yuridis yang ada.

Faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah

aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang

2Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2007), him. 110
“lbid. him. 80.
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handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Kehandalan dalam kaitannya adalah meliputi keterampilan professional dan

mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang

berpengaruh terhadap Efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan

tergantung pada hal berikut :*

a. Sampai sejauh mana petugas terkait oleh peraturan-peraturan yang ada

b. Sampai mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan

c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat

d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang
diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada

wewenangnya.

Faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi
aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang
dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk
mencapai Efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi
bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat
atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya
prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang

telah ada.

Faktor keempat ada beberapa elemen pengukur Efektivitas yang tergantung
dari kondisi masyarakat, yaitu:

a. Mengerti dan memahami aturan yang ada.

b. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.

c. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Faktor yang kelima berkaitan dengan kebudayaan sebagai kebiasaan yang di
lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal

4 1bid. him. 86.
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tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di
jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan

dengan aturan.

2.2. Tinjauan Tentang Undang-undang Nomor. 16 Tahun 1964 tentang Bagi
Hasil Perikanan

Amanat yang tertuang dalam konsideran menimbang Undang-undang
Nomor.16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan sangat mulia. Betapa tidak,
ditetapkannya Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup
para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi
ikan, sehingga proses bagi hsil tersebut harus sejauh mungkin menghilangkan
unsur- unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta
masing- masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu. Sebelum UU
Nomor.16 tahun 1964 tersebut dikeluarkan, bagi hasil di bidang perikanan
diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan hukum adat setempat yang
menurut ukuran sosialisme Indonesia pada waktu itu belum memberikan dan
menjamin bagian yang layak bagi para nelayan penggarap dan penggarap
tambak. Oleh karena itu, ketentuan usaha perikanan yang pertama-tama diatur
adalah perjanjian bagi hasil, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sifat

pemerasan antara satu pihak ke pihak lain.

Setiap orang yang ikut serta dalam usaha tersebut akan mendapat bagian yang
sama dengan jasa yang disumbangkan. Sementara itu, perjanjian bagi hasil
perikanan menurut UU Nomor. 16 Tahun 1964, adalah perjanjian yang diadakan
dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan penggarap
dengan nelayan pemilik atau antara petani penggarap tambak dengan petani
pemilik tambak, menurut perjanjian, mereka masing-masing menerima bagian
dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya
(Lembaran Negara Nomor. 97 Tahun1964).

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU Nomor. 16 tahun 1964, menyebutkan bahwa jika
suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka
dari hasil
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usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit
harus diberikan bagian sebagai berikut:

Pertama, untuk perikanan laut. Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75%
(tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih; sedangkan, jika dipergunakan

kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

Kedua, untuk perikanan darat. Mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum
40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih; sedangkan, mengenai hasil ikan
liar: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor. Selanjutnya pada
ayat (2) dijelaskan, bahwa pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari
bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini diatur oleh
mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat Il yang
bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan,
bahwa perbandinganantara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak
boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Pada Pasal 4 dijelaskan, bahwa angka bagian pihak nelayan penggarap dan
penggarap tambak sebagai yang tercantum dalam Pasal 3 ditetapkan dengan
ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu
harus dibagi sebagai berikut:

Pertama, untuk perikanan laut. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama
dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap antara lain: ongkos lelang,
uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama
di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang
disyahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Il yang bersangkutan seperti untuk
koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian
dan lain-lainnya; sedangkan, beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan
pemilik antara lain: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-
alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha
penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.
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Kedua, untuk perikanan darat. Bahan-bahan yang menjadi tanggungan bersama
dari pemilik tambak dan penggarap tambak, uang pembeli benih ikan
pemeliharaan, biaya untuk pengeduk saluran (caren), biaya-biaya untuk
pemupukan tambak dan perawatan pada pintu-air serta saluran, yang mengairi
tambak yang diusahakan itu. Sedangkan, bahan-bahan yang menjadi tanggungan
pemilik tambak; disediakannya tambak dengan pintu-air dalam keadaan yang
mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu-air yang
tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan; dan
bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak: biaya untuk
menyelenggarakan  pekerjaan  sehari-hari  yang berhubungan  dengan
pemeliharaan ikan didalam tambak.

2.3. Tinjauan Tentang Perjanjian
2.3.1 Pengertian Perjanjian

Hukum Perikatan merupakan salah satu bidang hukum perdata. Hukum perikatan
termasuk kedalam hukum harta kekayaan yang diatur dalam Buku Il Kitab
Undang-undang Hukum (KUH) Perdata. Perikatan didalam Bahasa Belanda
sering dikenal dengan ver bintenis atau ovenreenkomst. Sebagaimana dikutip oleh
Mariam Darus Badrulzaman, bahwa perikatan dimaknai sebagai hubungan hukum
yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan,
dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenubhi
prestasi tersebu.™ Merujuk pada pendapat tersebut bahwa perikatan merupakan
suatu perbuatan yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain.
Sesuatu yang dikatakan mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat

berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan.

Peristiwa hukum tersebut kemudian menimbulkan akibat hukum, sehingga timbul
hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dalam KUHPerdata Pasal 1233
diatur bahwa “Perikatan lahir karena perjanjian atau karena adanya Undang-

undang”. Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa perikatan muncul

>Nanda Amalia, Hukum Perikatan, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press,2013)
him 2.
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karena dua sebab yaitu, pertama karena adanya perjanjian dan kedua karena

adanya Undang-undang yang telah mengatur.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
lebih”. Berdasarkan Pasal tersebut dapat dipahami secara sederhana mengenai
pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua belah pihak yang
saling mengikatkan diri maka sudah jelas bawa dalam perjanjian itu terdapat suatu

pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain.

Menurut R. Subekti perjanjian suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal.*®* Menurut Mariam darus perjanjian atau perikatan
adalah suatu hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak
dalam bidang harta kekayaan, dengan mana pihak yang satu berhak atas prestasi
dan pihak lainnya wadib memenuhi prestasi itu.” Menurut WirjoNomor
Prodjodikoro mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum
mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau
dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak

menuntut pelaksanaan janji itu.'®

Perjanjian adalah sumber penting yang melahirkan perikatan. Pengertian
perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu perjanjian atau persetujuan
adalah sumber perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap seseorang atau lebih. Atau juga dapat diartikan suatu peristiwa
dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana dua orang saling

berjanji untuk melaksanakan sesuatu.™

Perikatan yang timbul karena Undang-undang berdasarkan Pasal 1352

KUHPerdata, yang menyatakan “perikatan-perikatan yang dilahirkan demi

16 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa. 1994), him 1.

" Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis. (Bandung. 1994), him 3.

'8 WirjoNomor Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan tertentu,
(Jakarta: Mandar Maju,1982), him 12.

“Komariah, Hukum Perdata, (Malang: UPT Universitas Muhammadiah Malang.2010),
him 169.
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Undang-undang timbul dari Undang-undang saja, atau dari Undang-undang
sabagai akibat perbuatan orang”. Perikatan yang timbul karena Undang-undang
dibagi lagi menjadi perikatan yang timbul berdasarkan Undang-undang dan
perbuatan manusia sebagaimana yang diataur dalam Pasal 1353 KUH Perdata
yang menyatakan ‘“perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Undang-undang
sabagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan yang halal atau dari

perbuatan melanggar hukum”.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan
hubungan hukum antara dua orang atau lebih dibidang harta kekayaan antara
subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya dan diantara mereka
saling mengikatkan diri sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi
yang diterimanya dan subjek hukum yang lain memiliki kewajiban dalam
memenuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan kedua belah pihak

tersebut.

Berikut beberapa pengertian mengenai perjanjian menurut para ahli di Indonesia:

a. Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta
kekayaan.?®

b. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang

lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.*
2.3.2 Asas-Asas Dalam Perjanjian

Asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dasar (sesuatu yang
menjadi tumpuan dalam berfikir atau berpendapat). Asas didalam hukum
merupakan pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau diluar
peraturan hukum konkret landasan awal yang harus dipenuhi dalam pembentukan

hukum guna mencapai kepastian hukum.

“Muhammad Abdulkadir, Hukum Perikatan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), him
78.
21 R. Soebekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1979), him 1.
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Dalam hukum perjanjian tentu terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi apabila
subjek hukum hendak melaksanakan perjanjian, asas-asas tersebut yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Ketika melakukan perjanjian tentu harus dilakukan secara sukarela atas kehendak
sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Asas kebebasan berkontrak
dapat dianalisis didalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang
berbunyi: Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
Undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak
adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.

2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.

3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.

4) Menentukan bentuk dari suatu perjanjian (tertulis atau lisan).??

Dalam asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan bahwa subjek hukum ketika
hendak melangsungkan perjanjian diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri
bentuk dan isi dari perjanjian yang akan dibuat. dengan adanya asas ini berarti
subjek hukum ketika mengadakan perjanjian tidak boleh adanya unsur
keterpaksaan atau intervensi dari pihak manapun. Jika terdapat unsur keterpaksaan
maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena perjanjian tersebut mengandung
unsur pemaksaan yang tidak sesuai dengan ketentuan asas dan peraturan

perUndang-undangan di Indonesia.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualime memiliki arti bahwa suatu perjanjian dikatakan terjadi
apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak terkait dengan pokok-
pokok perjanjian. Sejak itulah perjanjian tersebut mengikat para pihak tersebut
dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Asas konsensualisme
diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam Pasal tersebut ditentukan

bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya

%2 salim H.S, Hukum Kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) him 9.
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kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara
kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dan perjanjian
dianggap tidak sah apabila tidak didahului dengan adanya kesepakatan antar

kedua belah pihak yang memiliki kepentingan untuk mengadakan perjanjian.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum, asas ini
berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Dimana asas ini menyatakan bahwa
perjanjian yang telah di buat antara kedua belah pihak maka berlaku mengikat
antara keduanya sebagaimana layaknya Undang-undang yang harus di patuhi dan
dijalankan oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Setiap orang yang
membuat perjanjian/kontrak, maka orang tersebut terikat untuk memenuhi
perjanjian yang telah dibuat dan disepakatu, karena perjanjian tersebut
mengandung janji- janji yang harus dipenuhi dan dan janji tersebutlah yang
mengikat para pihak seperti Undang-undang.”® Asas pacta sunt servanda telah
diatur didalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi bahwa perjanjian-

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang.

d. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik memiliki makna bahwa para pihak sejak awal untuk membuat
perjanjian sampai perjanjian tersebut berakhir, harus dilakukan dengan niat atau
iktikad yang baik dan para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian yang
telah dibuat berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan
baik dari para pihak. Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad
baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan
sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak
penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif
untuk menilai keadaan (penilai tidak memihak) menurut Nomorrma-Nomorrma
objektif.?* Asas iktikad baik

“Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him
11.
# Salim H.S 2010, Op. Cit,. him 11.
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diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “Perjanjian harus
dilaksanakan dengan iktikad baik.”

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan
melakukan dan membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja.
Ketentuan mengenai asas initercantum didalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH
Perdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak
dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.
Berdasarkan Pasal tersebut sudah jelas bahwa perjanjian dibuat hanya untuk
kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya
berlaku antara pihak yang membuatnya. Namun ketentuan dari Pasal tersebut
terdapat pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317
KUHPerdata, yang berbunyi: “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan
pihak ketiga, baik suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau seuatu
pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu”. Didalam Pasal
tersebut diketahui bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk pihak
ketiga dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan. Di dalam Pasal 1318 KUH
Perdata tidak hanya mengatur tentang perjanjian untuk dirinya sendiri, tetapi juga
untuk kepentingan ahli waris dan untuk orang-orang yang memperoleh hak

darinya.

2.3.3 Unsur-unsur dalam Perjanjian

Seiring dengan perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak dikenal
dengan adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu®:

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia ialah unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa
adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai

contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga

“Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Jakarta:
Raja Grafindo,2010) him 163.
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karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli,
kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu atau objek yang
diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia ialah unsur yang telah diatur dalam Undang-undang sehingga
apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka secara tidak langsung
Undang-undang yang akan mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini
merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Contoh, jika dalam
kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku
ketentuan dalam KUH Perdata bahwa penjual yang harus menanggung cacat

tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia ialah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para
pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan
angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya,
dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai
membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik
kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul
lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur

esensial dalam kontrak tersebut.

2.4. Tinjauan Perjanjian Bagi Hasil
2.4.1 Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil adalah suatu kesepakatan antara pemilik tambak dan
penggarap yang sejalan dengan pendapat Muin dan Wahida yang menyatakan
bahwa perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang
berhak atas suatu bidang tambak dari orang lain disebut penggarap, berdasarkan
perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tambak yang
bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas

tambak tersebut menurut umbangan yang disetujui bersama.
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Perjanjian bagi hasil dalam usaha tambak dapat diartikan sebagai suatu perjanjian
di mana seorang pemilik lahan tambak memperkenankan atau mengizinkan orang
lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap lahan tambaknya sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati bersaama. Adapun berdasarkan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan pada Pasal 1 huruf a yang
dimaksudkan dengan perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan dalam
usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan
penggarap atau pemilik tambak dengan penggarap tambak, menurut perjanjian
yang mana para pihak atau mereka yang terikat didalam perjanjian bagi hasil
tersebut masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu menurut pembagian
yang telah disetujui sebelumnya. Perjanjian bagi hasil juga dirumuskan dalam
Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang dapat
diartikan sebagai perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik
dengan suatu pihak dalam hal ini disebut penggarap berdasarkan kesepakatan
bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha
pertanian di atas tanah miliknya dengan pembagian hasil kepada para pihak yang
mengadakan perjanjian. Sebuah perjanjian pada dasarnya membutuhkan
terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif sesuai dengan amanat Pasal 52
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

2.4.2 Subjek dan Objek Perjanjian Bagi Hasil

Menurut hukum ada dua subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum.?®
Manusia di dalam hukum yaitu, perkataan seseorang atau orang berarti pembawa
hak dan kewajiban. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari dia
dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Sedangkan badan hukum yaitu badan atau
perkumpulan dapat juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum
seperti halnya manusia. Badan atau perkumpulan itu memiliki harta kekayaan
sendiri, ikut serta dalam persoalan hukum dan dapat juga digugat atau menggugat
di pengadilan dengan perantaraan pengurusnya, badan yang demikian disebut

badan hukum.

Y. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada,2013), him 61.
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Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang
dapat menjadi objek sesuatu perhubungan hukum.?” Menurut Pasal 503 Kitab
Undang- Undang Hukum Sipil (KUHS), benda dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Benda yang berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera
seperti : rumah, buku dan lain-lain.

2. Benda tak berwujud, yaitu segala macam hak seperti : hak cipta, hak merek

dagang dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian perjanjian bagi hasil di atas ada dua subjek, yaitu pemilik
dan penggarap tambak. Pemilik tambak mempunyai pengertian orang atau badan
hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu tambak. Dalam hal
perorangan, maka pada hakekatnya semua Warga Negara Indonesia tunggal dapat
mempunyai hak-hak sebagai yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-
undang Pokok Agraria. Untuk badan hukum pada dasarnya dapat mempunyai
hakhak yang ada pada Pasal 16 ayat 1 kecuali hak milik. Tetapi tidak semua
badan hukum dapat mempunyai hak diatas, karena hanya badan hukum yang

didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia saja.

Subjek hukum yang kedua dalam pembuatan perjanjian bagi hasil perikanan darat
menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964, bagi hasil perikanan adalah
penggarap tambak. Pengertian penggarap tambak adalah orang yang secara nyata,
aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat atas dasar
perjanjian bagi-hasil yang diadakan dengan pemilik tambak (Pasal 1 huruf e).
Syarat-syarat untuk menjadi penggarap tambak haruslah Warga Negara Indonesia,
dan luas tanah garapan tidak melebihi luas maksimum. Pembatasan luas tambak
garapan dimaksudkan untuk memberi kesempatan orang lain untuk menjadi
penggarap, selain itu juga dimaksudkan untuk menghindari adanya pihak ketiga
yang dapat merugikan penggarap. Istilah tambak menurut Undang-undang Nomor
16 Tahun 1964, bagi hasil perikanan tambak ialah genangan air yang dibuat

oleh orang

7’C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum Indonesia, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011), him 11.
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sepanjang pantai untuk pemeliharaan ikan dengan mendapat pengairan yang
teratur (Pasal 1 huruf f).

Setiap perjanjian tentu harus mempunyai objek. Demikian pula pada perjanjian
bagi hasil tambak. Objek dari perjanjian bagi hasil adalah tanah tambak yang
merupakan tempat dilakukannya usaha perikanan. Dan pada akhirnya yang
menjadi objek adalah hasil panen, dari hasil panen ini akan diadakan pembagian

antara pemilik dan penggarap.

2.4.3 Larangan Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Perbuatan yang tidak diperkenankan dalam rangka perjanjian bagi hasil tambak
yang dapat memberatkan beban penggarap berdasarkan Undang-undang Nomor
16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan antara lain :

1. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun kepada pemilik tambak
yang dimaksudkan untuk dapat diterima sebagai penggarap.

2. Pembayaran oleh siapapun kepada pemilik tambak dan penggarap tambak
dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon (pembayaran yang
dilakukan sebelum tambak dipanen).

3. Ketentuan di atas dimaksudkan untuk melindungi pihak penggarap dari
unsur pemerasan. Selain itu pembayaran yang dilakukan sebelum waktunya
panen dapat merugikan masing-masing pihak yaitu pemilik dan penggarap
tambak. Karena pembayaran akan lebih kecil dibanding jika sudah
waktunya panen.

4. Sewa-menyewa dan gadai-menggadai tambak dilarang, kecuali untuk
keperluan yang sangat mendesak selama jangka waktu yang terbatas
ataupun keperluan penggeraman rakyat, setelah ada izin khusus dari Asisten
Wedana/Kepala Kecamatan yang bersangkutan. Larangan-larangan tersebut
tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 16 tahun 1964

tentang bagi hasil perikanan.

2.4.4 Hak dan Kewajiban Pemilik Tambak Dan penggarap

Dalam setiap perjanjian, selalu ditetapkan hak dan kewajiban dari para pihak yang

terlibat dalam perjanjian. Menurut Tuharea hak dan kewajiban yang harus ditaati
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oleh para pihak, karena perjanjian yang dibuat adalah Undang-undang baginya?

Sebagai subjek dari perjanjian bagi hasil, maka pemilik tambak dan penggarap

tambak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Hak

dan kewajiban tersebut pada umumnya mengikuti tradisi atau adat setempat yang
telah diketahui oleh kedua belah pihak, karena hal tersebut sudah menjadi
kebiasaan di masyarakat petani tambak, meski tidak diucapkan pada saat akad.

Kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian bagi hasil bukan semata-mata

mengenai keuntungan. Pengaturannya dimaksudkan juga untuk memberi rasa

keadilan dan menjadi pendorong peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya
para penggarap atau pekerja tambak ikan. Dalam mewujudkan masyarakat yang
sejahtera ada beberapa kewajiban dan hak yang perlu diperhatikan khususnya oleh
pemilik tambak dan penggarap tambak. Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 tahun

1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, disebutkan besaran minimum yang harus

dipenuhi oleh pemilik kepada penggarap tambak, dalam Pasal 1 pembagiannya

sebagai berikut :

1) Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil,
maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap
tambak paling sedikit harus diberikan sebagai berikut :

a. Jika dipergunakan perahu layar : minimum 75% (tujuh puluh lima
persen) dari hasil bersih;
b. Jika dipergunakan perahu layar : minimum 40% (empat puluh
persen) dari hasil bersih;
2) Perikanan darat :
a. Mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh
persen) dari hasil bersih;
b. Mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 60% (enam puluhpersen)

dari hasil kotor;

*Tuharea, F. Perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional dalam perjanjian bagi
hasil perikanan antara pemilik kapal dengan nelayan kecil di Kabupaten Nabire. Legal Pluralism:
Journal of Law Science, 2015, him 5.
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Selain kewajiban pemilik dalam pembagian hasil di atas, terdapat juga
kewajiban lainnya. Dalam hal ini disebut sebagai beban usaha. Beban beban ini
dibagi kedalam dua bagian, yakni beban yang menjadi tanggungan bersama dan

beban yang menjadi tanggungan nelayan, pemilik atau pengusaha.

Pengusaha perikanan berkewajiban untuk menyediakan keperluan tambak
sepertinya penyediaan pintu air pada tambak. Pemilik tambak juga
berkewajiban dari penggarap tambak adalah biaya untuk keberlangsungan
pekerjaan seharihari dan biaya yang dikeluarkan pada saat panen hasil tambak,
misalnya menyewa jaring atau kendaraan untuk menggangkut hasil tambak.
Pemilik tambak diwajibkan juga untuk memberikan tunjangan atau perawatan
bagi penggarap tambak yang oleh karena pekerjaannya itu mengalami sakit atau

terjadi kecelakaan saat kerja.

2.4.5 Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil harus dibuat berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah
atau nelayan pemilik tambak dengan penggarap. Isi perjanjiannya juga ditentukan
oleh masing masing, hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak (freedom of
contract) yang memberikan kebebasan mutlak bagi para pihak yang terikat
didalam perjanjian. Setiap orang berhak unuk membuat kontrak tentang apapun,
baik yang telah diatur dalam Undang-undang maupun yang tidak ada
ketentuannya dalam Undang-undang. Asas kebebasan berkontrak sekalipun

bersifat mutlak, tetapi memliki batasan-batasan oleh Undang-undang.

Tidak hanya itu menurut Muhajir, Matompo, dan Nafri bahwa Perjanjian bagi
hasil perikanan termasuk perikanan darat merupakan perjanjian yang lahir dari
bahwa Perjanjian bagi hasil perikanan termasuk perikanan darat merupakan
perjanjian yang lahir dari kebiasaan masyarakat yang dihidup sebagai petani
tambak dalam melakukan kerjasama sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
hidupnya. FeNomormena perjanjian bagi hasil perikanan ini berkembang dalam
masyarakat petani tambak sebagai akibat adanya kebiasaan menggarap tambak

kepunyaan orang lain (pemilik tambak).
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Perjanjian bagi hasil ini timbul dari adanya keinginan dua pihak atau lebih saling
bekerjasama untuk suatu kegiatan usaha yang kemudian hasil usahannya dibagi
sesuai dengan kesepakatan antara para pihak yangbterlibat dalam perjanjian.
Dalam hukum positif, pembagian bagi hasil perikanan darat diatur secara eksplisit
didalam Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 Undang-undang 16 Tahun 1964
Tentang Bagi Hasil Perikanan menyebutkan bahwa: Usaha perikanan laut maupun
darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan
kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik
tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing
menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam perjanjian bagi hasil khususnya perikanan
darat/tambak yang terjadi dimasyarakat desa mengharapkan agar pemilik tambak
berbuat melindungi penggarap tambak serta menghindara adanya unsur
pemerasan atau perlakuan sewenang-wenang. Mengenai berakhirnya perjanjian
bagi hasil perikanan karena berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil
ataupun karena hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang

Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan berikut ini.

Ayat 4 Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil
Perikanan: Penghentian perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu
perjanjian hanya mungkin didalam hal-hal dan menurut ketentuan dibawah ini:

a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.

b. Jika penggarap tambak tanpa persetujuaan pemilik tambak menyerahkan
penguasaan tambaknya kepada orang lain.

c. Dengan izin panitia landreform Desa jika mengenai perikanan laut, atas
tuntutan pemilik, jika nelayan penggarap atau penggarap tambak yang
bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Ayat (5) : Pada akhirnya perjanjian bagi hasil baik berakhirnya jangka waktu

perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada Ayat (4) Pasal ini,

nelayan penggarap dan penggarap tambak wajib menyerahkan kembali perahu /
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kapal, alat-alat penangkapan ikan dan tambak yang bersangkutan kepada nelayan

pemilk dan pemilik tambak dan dalam keadaan baik.

2.5. Kerangka Berfikir

Perjanjian Bagi Hasil Tambak
di Desa Abung Pekurun
Lampung Utara

Pemilik Tambak (di Desa Penggarap Tambak (di Desa
Abung Pekurun Kabupaten Abung Pekurun Kabupaten
Lampung Utara) Lampung Utara)

Undang-undang Nomor 16
tahun 1964 tentang Bagi Hasil

PELAKSANAAN Undang- Penghambat pelaksanaan
undangNomor 16 Tahun Undang-undang Nomor
1964 tentang Bagi Hasil 16 tahun 1964 tentang

Perikanan terhadap Bagi Hasil Perikanan
perjanjian bagi hasil terhadap perjanjian bagi
tambak di Desa Abung hasil tambak di Desa
Pekurun Kabupaten Abung Pekurun
Lampung Utara Kabupaten Lampung
Utara
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Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dijelaskan bahwa, perjanjian bagi hasil
tambak merupakan perjanjian yang diatur oleh peraturan perundang undangan di
Indonesia. Secara umum dalam melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil Tambak
tentu tidak terlepas dari prinsip-prinsip melaksanakan perjanjian secara umum
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil
Perikanan. Dalam Undang-undang tersebut mengatur secara khusus terkait
Perjanjian Bagi Hasil Tambak antar pemilik tambak dan penggarap tambak.
Didalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang juga menyebabkan kurang
efektifnya Undang-undang tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis bertujuan
ingin mengkaji lebih jauh mengenai PELAKSANAAN Undang-undang Nomor
16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan di wilayah Desa Abung Pekurun
Kabupaten Lampung Utara dan hambatan dalam pelaksaan Undang-undang
tersebut guna memberikan wawasan ataupun informasi terhadap pemangku
kebijakan dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul
dalam pelaksanaan bagi hasil tambak khususnya di Desa Abung Pekurun

Kabupaten Lampung Utara.



I11.  METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan
cara mencari kebenaran dan asas-asa gejala alam, masyarakat, kemanusiaan atau
berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan.” Menurut Abdulkadir Muhammad,
metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan
menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik dalam memecahkan
suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan
masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan
diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mengumpulkan, mencari dan menelaah

serta mengolah data tersebut.®

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentuyang bertujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan
menganalisanya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta
hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas
permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.®
suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala

yang bersangkutan.*?

#Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia V, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018)

%*Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004), him 57.

$'Bambang SunggoNomor, Metode Penelitian Huku , (Jakarta: Raja Garafindo Persada
,2015), him 39.

%2Bambang SunggoNomor, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Garafindo Persada,
2015), him 39.
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3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Nomorrmatif empiris.
Metode penelitian hukum Nomorrmatif empiris adalah penggabungan antara
pendekatan hukum Nomorrmatif dengan adanya penambahan berbagai unsur
empiris karena meneliti dan mengkaji mengenai implementasi ketentuan hukum
Nomorrmatif (kodifikasi, undang-undang) yang berkaitan secara factual pada

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.*

Penelitian ini akan menganalisis PELAKSANAAN peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan Perjanjian Bagi Hasil Tambak

di Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara.
3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif (descriptive legal study),
merupakan penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk
memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat
tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau
peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.** Berdasarkan
penjelasan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran
lengkap mengenai feNomormena hukum dengan jalan mendeskripsikan
karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan masalah dalam pelaksanaan
Perjanjian Bagi Hasil Tambak di Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung
Utara.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum Nomorrmatif-empiris pada

dasarnya ialah penggabungan antara penedekatan hukum Nomorrmatif dengan

%3So0ekanto Soerjono,Sosiologi Suatu Pengantar, ( Jakarta: Raja Garafindo Persada
2007), himo.
*1bid, him 50.
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adanya penambangan dari berbagai unsur-unsur empiris.*® Dalam metode

penelitian Nomorrmatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan

hukum Nomorrmatif dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang
terjadi dalam suatu masyarakat.*® Penelitihan hukum Nomorrmatif-empiris
terdapat tiga kategori, yaitu:*’

1. Nomorn Judicial Case Study, yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa ada
konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan.

2. Judicial Case Study, yaitu pendekatan studi kasus hukum dikarenakan
adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk
dapat memberikan keputusan penyelesaian.

3. Live Case Study, yaitu pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada

prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
“Nomorn Judicial Case Study” yang mengkaji hak dan kewajiban maupun
tanggungjawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh
Penggarap dan Pemilik Tambak di Desa Abung Pekurun Kab. Lampung Utara
mengenai PELAKSANAAN Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi
Hasil Perikanan dalam Perjanjian Bagi Hasil Tambak.

3.4. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian. Sumber
data dalam penelitian berarti subjek darimana suatu data diperoleh. Penelitian ini
menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.® Data primer dalam penelitian

%Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:
Rineka Cipta 2010), him 39.

® Johnny lbrahim, Teori dan Motodologi Penelitian Hukum Nomorrmatif,
(Bandung: Bayu Media Publishing, 2008), him 30.

$7Ibid, him 6.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2012),
him 51.
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diperoleh dari masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil tambak di
wilayah Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara dengan metode
wawancara dan observasi. Metode wawancara dilaksanakan bersama pemilik dan
penggarap tambak yaitu Bapak Hengky Pradinata, Bapak Hinca, Bapak Hanafi,
Bapak Verry Ariyanto dan Bapak Hedy Andre sebagai pemilik tambak. Bapak
Varizal Ariyanda, Bapak David, Bapak Tiara, Bapak Anton Usman dan Bapak
Riza sebagai Penggarap tambak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri
literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan
pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi
ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan
hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur.
Adapun data sekunder terdiri dari:*®

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum
yang bersifat autoritatif dan memiliki sifat otoritas. Bahan hukum primer meliputi
peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat
ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian iniyaitu:
a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Undang-undang Nomor. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

c. Undang-undang Nomor. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

d. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan

Undang-undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

@

f. Perjanjian Bagi Hasil Tambak antara Pemilik dan Penggarap Tambak di Desa

Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara

% 1bid, him. 51
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2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membantu,
memahami, menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan
kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal, dan makalah yang ada kaitannya

dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk
menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel-artikel ilmiah

dan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui:

a. Studi Pustaka (Library Research)

Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber. Studi
kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan
objek penelitian dengan cara membaca dan mengutip peraturan perundang-

undangan, buku-buku dan literatur.*’

b. Studi Dokumen (Document Research)

Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam
dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dalam penelitian ini studi dokumen
dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis dokumen syarat
dan ketentuan didalam perjanjian bagi hasil tambak di Desa Abung Pekurun

Kabupaten Lampung Utara.

“*Emzir, Metode Penelitian Kualitatif : Analisi Data, (Jakarta: Rajawal Pers 2014),
him 50.
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c. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang umum dilakukan melalui tatap
muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Metode
wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung

secara lisan.*!

Mendengarkan keterangan secara langsung oleh pemilik dan
penggarap tambak yaitu Bapak Hengky Pradinata, Bapak Hinca, Bapak Hanafi,
Bapak Verry Ariyanto dan Bapak Hedy Andre sebagai pemilik tambak. Bapak
Varizal Ariyanda, Bapak David, Bapak Tiara, Bapak Anton Usman dan Bapak

Riza sebagai Penggarap tambak.
3.6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yaitu menjelaskan langkah-langkah pengelolaan data
yang telah terkumpul atau penelitian kembali dengan pengecekan validitas data
proses pengklasifikasian data dengan mencocokan pada masalah yang ada,
mencatat data secara sistematis dan konsisten dan dituangkan dalam rancangan
konsep sebagai dasar utama analisis.** Data yang telah dikumpulkan kemudian
diolah agar terwujudnya hasil penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang
akan dipecahkan. Metode Pengolahan Data terdiri dari:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah proses meneliti kembali data-data yang telah
dikumpulkan untuk dapat mengetahui apakah data yang dimiliki sudah cukup

untuk menunjang penelitian sehingga dapat dilakukan tahapan selanjutnya.

2. Penandaan Data

Merupakan pemberian tanda pada data baik berupa peNomoran maupun symbol
atau kata tertentu, sesuai dengan klasifikasi data menurut sumber dan jenisnya
dengan tujuan menyajikan data dengan sempurna dan memudahkan dalam

penyusunan data selanjutnya.

*Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Bina Aksara,
1989), him 128.

*2p Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta,2014) him 8.
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3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah penyusunan data-data secara teratur atau sistematis
sehingga dapat menghasilkan jawaban-jawaban atas pokok permasalahan yang
terdapat didalam penelitian ini, yakni terkait dengan PELAKSANAAN Undang-
undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dalam perjanjian bagi

hasil tambak di Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara.
3.7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
metode analisis kualitatif yaitu analisis dengan memahami manusia dari sudut
pandang orang yang bersangkutan itu sendiri, berguna memahami dan mengerti

gejala yang diteliti.*®

Metode kualitatif ini akan menghasilkan data berupa
pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai
subjek yang diteliti.** Metode analisis kualitatif merupakan metode yang lebih
menekankan pada aspek pencarian makna dibalik emprisitas dan realita sosial
sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan, dan
metode ini akan menghasilkan data yang berupa pernyataan-pernyataan atau data
yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.** Dengan
begitu, kesimpulan yang didapat berupa apakah permasalahan atau perkara
tertentu telah sesuai atau tidak dengan pengetahuan-pengetahuan konkrit yang

diyakini tersebut.

*3alim HS dan Erlies Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan
Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), him 13.

*Miles dan Hubberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode
Baru, (Jakarta: Universitas Indonesia Press 1992) him 15,

*Ibid. him 20.
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V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan di atas

maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

2.

5.2

Perjanjian bagi hasil tambak di Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung
Utara masih menganut hukum adat atau kebiasaan yang sudah berlangsung
lama di lakukan oleh masyarakat pemilik tambak dan penggarap tambak di
Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara. Pelaksanaan Perjanjian bagi
hasil tambak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi
Hasil Perikanan di Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Tidak
Efektiv dikarenakan Perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara
pemilik tambak dan penggarap tambak dengan ketentuan yang telah
disepakati bersama secara musyawarah diantara pemilik tambak dan
penggarapa tambak mengikuti aturan perjanjian bagi hasiltambak yang sudah
ada sejak dahulu.

Adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor
16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan di Desa Abung Pekurun
Kabupaten Lampung Utara yaitu, masih kuatnya pengaruh adat, faktor
pendidikan dan faktor minimnya sosialiasi terhadap Undang-undang Nomor
16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan di Desa Abung Pekurun
Kabupaten Lampung Utara.

Saran

Sebaiknya pemerintah harus dapat melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum

Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan agar

masyarakat pemilik tambak dan penggarap tambak di Desa Abung Pekurun
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Kabupaten Lampung Utara dapat memahami bahwa ada atauran yang lebih
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemilik tambak dan penggarap
tambak di Desa Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, sehingga perlahan-
lahan masyarakat dapat mengikuti perjanjian bagi hasil tambak sebagaimana yang
diamanatkan di Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil

Perikanan.



58

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Amalia.Nanda. 2013. Hukum Perikatan. Nanggroe Aceh Darussalam:UnimalPress

Arikunto.Ny. 1989. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek.
Jakarta: Rineka Cipta

Arikunto.Suharsimi.  2010.  Prosedur  Penelitian, Suatu  Pendekatan
Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

Asyhadie.H Zaeni, dan Rahman.Arief. 2013. Pengantar Ilmu Hukum.
Jakarta: Raja Grafindo Persada

Emzir. 2014. Metode Penelitian Kualitatif : Analisi Dat. Jakarta: Rajawal Press

H.S.Salim. 2010. Hukum Kontrak. Jakarta : Sinar Grafika

H.S.Salim, dan Nurbani.Erlis Septiana. 2013. Penerapan Teori Hukum pada
Tesis dan Disertasi. Jakarta : Rajawali Press

Ibrahim.Johnny. 2008. Teori dan Motodologi Penelitian Hukum Nomorrmati.
Bandung: Bayu Media Publishing

Kansil.CST, dan Christine S.T.Christine. 2011. Pengantar IImu Hukum
Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta

Komariah. 2010. Hukum Perdata. Malang: UPT Universitas Muhammadiah
Malang

M Echols.John, dan Syadily.Hasan. 1990. Kamus Inggris-Indonesia
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Miru.Ahmad. 2013. Hukum Kontrak Bernuansa Islam. Jakarta: Rajawali Press

Miles dan Hubberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber
Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Muhammad Abdulkadir. 1990. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti
. 2014. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti



59

Muljadi.Kartini, dan Widjaja.Gunawan. 2010. Perikatan Yang Lahir Dari
Perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo
Podjosewojo.Kusumadi. 1976. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia
Jakarta: Aksara Baru
Prodjodikoro.WirjoNomor. 1982. Hukum Perdata Tentang Persetujuan-
PersetujuanTertentu. Jakarta: Mandar Maju
R.Setiawan. 1987. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta
Soepomo. 1984. Hukum adat. Jakarta: Pradnya Pramita
Soerjono Soekanto.Soerjono. 2001. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo
Persada
2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
. 2007. pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada
.2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Garafindo
Persada
Subekti.R. 1994. Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa
Subagyo.P Joko. 2014. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek.
Jakarta: PT. Rineka Cipta
SunggoNomor.Bambang. 2015. Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Raja
Garafindo Persada
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995.
Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2018. KamusBesar

Bahasa Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka

JURNAL.:

Bengen.D.G. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara
Terpadu, Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Bogor: Makalah
Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat

F,Tuharea. 2015. Perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional dalam



60

perjanjian bagi hasil perikanan antara pemilik kapal dengan nelayan kecil

di Kabupaten Nabire. Legal Pluralism: Journal of Law Science
Gunarto.Marcus Priyo. 2011. Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka

Fungsionalisasi Perda dan Retribusi. Semarang: Jurnal Hukum

Universitas Diponegoro

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata





